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Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
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BAB 1 

KONSEP DAN LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK 

 
A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT KEBIJAKAN PUBLIK 

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan 

dan memperbaiki sistem dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Pembangunan dilaksanakan oleh berbagai masyarakat yang mempunyai 

kepentingan dan memiliki kesinambungan dengan tujuan tertentu. Aktivitas 

pembangunan yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat dan 

juga pihak swasta dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ramdhani & Ramdhani, 2017). 

Menurut Tachjan di (Herdiana,2018) bahwa substansi kebijakan 

hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa 

rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya 

ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat 

maupun publik. 

Untuk menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah 

menciptakan beberapa kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu 

dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di 

masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada landasan 

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. 

Tidak lain kegunaan kebijakan publik diorientasikan untuk pemenuhan 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada awal kebijakan ditetapkan 

oleh para pihak (stakeholders) (Ramdhani & Ramdhani, 2017). 

Kebijakan publik oleh (Anggara, 2014) diartikan sebagai suatu rangkaian 

keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan 

pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses 

pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan 

yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang 

dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang 

banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah 



 

 

 

BAB 2 

CIRI-CIRI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 
A. CIRI-CIRI KEBIJAKAN PUBLIK 

Kebijakan publik harus mengikuti reformasi yang berakar pada aspek 

kebijakan publik. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan adalah 

tindakan kebijakan publik yang dilakukan atas dasar kepentingan publik. 

Selain itu juga untuk menentukan pencapaian tujuan kebijakan agar tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Tentu saja, perumusan kebijakan didasarkan pada evaluasi kebijakan 

masa lalu. Setiap kebijakan tidak berdiri sendiri dan merupakan kelanjutan 

dari kebijakan yang ada. Sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan untuk 

menemukan pola yang cocok dan baik untuk kemaslahatan masyarakat. 

Kebijakan tersebut harus didasarkan pada perbaikan kebijakan sebelumnya 

berdasarkan hasil evaluasi kebijakan. 

Tidak setiap kebijakan diidentifikasi dengan segera. Kebijakan publik 

memerlukan tahapan-tahapan pengujian, penelitian, eksperimen, dan iterasi, 

sehingga kelemahan dan kekurangan kebijakan dapat diminimalisir. Pengujian 

dampak kebijakan juga merupakan indikator keberhasilan kebijakan publik 

yang berdampak positif yang dijadikan sebagai pilihan kebijakan. Aspek 

kerugian dan manfaat dari kebijakan harus dimunculkan sebagai akibat dari 

kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak 

boleh diputuskan secara sembarangan, apapun keadaan dan situasinya, 

karena setiap kebijakan memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat 

secara keseluruhan. 

Sementara itu, Hugwood & Gunn berdasarkan dalam (Hayat, 2017) 

berpendapat bahwa kebijakan publik terdiri dari 10 definisi, yaitu: 

1. Kebijakan sebagai merek bidang aktivitas tertentu (sebagai tanda 

aktivitas bidang); Branding atau penamaan kebijakan akan menjadi 

sebuah kontinum dan menjadi program rutin yang terstruktur dan 

tertanam dalam kebijakan. 



 

 

 

BAB 3 

KRITERIA PENENTUAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 
Kebijakan publik pada dasarnya suatu yang berlaku dan dinikmati oleh 

masyarakat luas dari hasil keputusan pemerintah melalui berbagai 

pertimbangan. Sehingga kebijakan tersebut bertujuan untuk menggiring 

masyarakat dalam suatu norma atau kebijakan yang berlaku. Kebijakan public 

memiliki arti dan makna yang beragam. Menurut Thomas R. Dye (1992) public 

policy is whatever governments choose to do or not to do (kebijakan public 

adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk 

tidak dilakukan. Sedangkan menurut Aminullah dalam Muhammadi (2001 : 

371-372) Bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk 

mempengaruhi system pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya atau 

tindakan tersebut bersifat strategis, berjangka Panjang, dan menyeluruh. 

Dapat di Tarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang 

diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur masyarakat 

dalam pencapaian suatu tujuan. Sedangkan arti Kriteria menurut kamus besar 

bahasa Indonesia (KBBI) adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau 

penetapan sesuatu. Kriteria Penentuan  Kebijakan Publik dapat didefinisikan 

sebagai alat utama dalam menentukan suatu rancangan pemikiran demi 

terwujudnya kebijakan publik yang dapat diterima oleh masyarakat 

 Kebijakan publik yang menjadi suatu system untuk dilakukan masyarakat 

tentu menjadi objek utama pembahasan pada bab ini. Selain itu kita harus 

memahami terlebih dahulu tentang kriteria apa saja yang harus dipenuhi 

dalam menentukan kebijakan publik. Terdapat 6 kriteria yaitu ketertarikan 

publik, keadilan, efisiensi, dan efektifitas, cukup dan terjawab. 

1. Ketertarikan Publik menjadi salah satu alternatif dalam penentuan 

kriteria kebijakan publik. 

Masyarakat yang menjadi objek utama dalam penerapan kebijakan 

tersebut, tentu sangat diperlukan untuk memenuhi atau menjalankan suatu 

kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah. Sulit untuk meyakini bahwa 



 

 

 

BAB 4 

MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK 

 
A. PENGERTIAN MODEL KEBIJAKAN 

Model dapat diartikan sebagai teori, proses berpikir dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah. Model kebijakan adalah teori kebijakan, dan 

karena itu dapat digunakan untuk menyelesaikannya masalah kebijakan. 

Memahami dan memahami kebijakan didasarkan pada itu dasar dari tujuan 

pelaksanaan kebijakan tersebut, tidak ada kebijakan jika tidak dimaksudkan 

untuk membuat pengaturan yang baik sebagai bahan administrasi sekaligus 

sebagai mata pelajaran normatif. Berbicara tentang pengaturan, ini dilakukan 

dengan cara yang berbeda, bisa dengan pengaturan diikuti dengan paksaan, 

bisa juga dengan pengaturan yang hanya menguntungkan seseorang, 

sekelompok orang, atau untuk semua orang, tetapi jika semua cara dinilai 

untuk itu akan dapat memberi warna untuk setiap rumusan kebijakan 

(Winarno, 2012). 

Dimensi terpenting dari kebijakan publik adalah praktis kebijakan. Di sini 

kebijakan publik dipandang sebagai aktivitas proses atau sebagai sistem 

terpadu terus bergerak dari satu bagian ke bagian lain, mendefinisikan dan 

membentuk satu sama lain (Mustari et al., 2015). Model juga dapat diartikan 

sebagai pendekatan. Oleh karena itu, setiap pendekatan tidak hanya 

menunjukkan satu pendekatan tertentu terhadap kebijakan tetapi juga dapat 

memenuhi banyak atau kombinasi dari beberapa pendekatan yang 

dirumuskan dalam suatu pendekatan tertentu. Pendekatan tersebut akan 

dapat membantu dalam memahami kehidupan pemerintahan, kehidupan 

politik, proses kebijakan, sistem kebijakan, analisis kebijakan, dan sistem 

pemerintahan. Dengan pendekatan yang digunakan akan melahirkan bentuk- 

bentuk (Faried, 2012). 

Model adalah abstraksi dari kenyataan. Mustopa Didjaja merumuskan 

model sebagai penyederhanaan dari realitas masalah yang dihadapi, yang 

diwujudkan dalam hubungan kausal atau fungsional. Model dapat 



 

 

 

BAB 5 

AKTOR DALAM PERUMUSAN  

KEBIJAKAN PUBLIK 

 
A. PERAN AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 

Dalam perumusan kebijakan publik sudah pasti memiliki aktor yang 

merumuskan kewenangan yang ditetapkan. Para tokoh atau aktor ini 

memberikan pengaruh terhadap proses implementasi dengan cara yang 

digunakan secara masing- masing. Pada awal perumusan kebijakan pasti 

membutuhkan proses secara keseluruhan. Fase ini menentukan berhasil atau 

tidak penyusunan kebijakan publik untuk diterapkan di era selanjutnya. 

Setiap pembuatan kebijakan adalah suatu pengambilan keputusan, namun 

pengambilan kebijakan membentuk berbagai macam cara dan strategi 

terhadap berbagai keputusan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan 

masing- masing. 

Selama masih dalam proses siklus kebijakan, masalah, usulan, dan 

tuntutan yang diungkapkan menjadi urusan pemerintah dan menjadi program 

pemerintah. Kebijakan publik mempunyai tiga komponen yang saling 

mempunyai keterkaitan dalam proses yaitu pelaku kebijakan, isi kebijakan, 

dan lingkungan kebijakan. 

Beberapa tokoh politik menjelaskan bahwa proses dari perumusan 

kebijakan publik pasti mempunyai karakteristik untuk diperhatikan untuk 

mencapai tujuan. Menurut Ripley (1985) (Muadi et al., 2016) dijelaskan 

beberapa langkah dalam kebijakan publik, yakni : 

 



 

 

 

BAB 6 

IDENTIFIKASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 
 

A. KARAKTERISTIK MASALAH KEBIJAKAN 

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan tindakan 

pemerintah/instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program 

dan memenuhi tujuannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi tindakan para pemangku kepentingan (stakeholders), 

termasuk juga jaringan dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Kesalahan atau 

kekurangan suatu kebijakan biasanya dievaluasi setelah kebijakan itu 

dilaksanakan, dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada 

akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Evaluasi 

kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak 

kebijakan. 

Dalam hal keberhasilan kebijakan publik, suatu kebijakan negara akan 

efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, 

dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota- 

anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah 

atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan 

kebijakan yang efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai 

dan strukturasi dari proses pelaksanaannya. Aspek-aspek yang 

Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik : pelaksanaan kebijakan dapat 

diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya 

berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi- 

konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). 

(Ramdhani & Ramdhani, 2017) 

Pengembangan kebijakan publik perlu dilakukan secara proporsional 

dengan menggunakan analisis dan metode yang tepat sehingga dapat 

menghasilkan kebijakan publik yang benar-benar dapat bermanfaat. 

Menghindari kebijakan publik yang justru kontra produktif dan menimbulkan 

banyak masalah baru. Kita tidak dapat menolak bahwa kebijakan publik tidak 



 

 

 

BAB 7 

PROSES ATAU TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 
A. PENYUSUNAN AGENDA 

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis 

dalam realitas kebijakan publik. Di dalamnya terdapat ruang dimana terjadi 

pemaknaan apa yang disebut dengan masalah publik dan prioritas dalam 

agenda politik diperebutkan, dan jika sebuah isu mampu mendapatkan status 

sebagai masalah publik, dan mendapat prioritas dalam agenda, maka isu 

tersebut mendapat alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu yang 

lainnya. Agenda merupakan pola perilaku pemerintah yang sifatnya spesifik. 

Ini dapat diartikan sebagai analisis tentang bagaimana suatu masalah 

dikembangkan, didefinisikan, dirumuskan, dan diselesaikan. Jika agenda 

penyusunan agenda dilakukan secara terbuka maka akan menguntungkan 

kelompok- kelompok yang kuat. 

Namun, jika dilakukan secara tertutup akan menimbulkan kelemahan-

kelemahan. Karena kebijakan publik sebagai upaya yang untuk memecahkan 

masalah publik, maka proses penyusunan kebijakan publik juga harus dimulai 

dari penyusunan agenda yang disusun berdasarkan partisipasi publik juga. 

Penyusunan agenda kebijakan selalu dipengaruhi oleh kondisi politik. Dalam 

agenda setting terdapat isu-isu kebijakan sebagai hasil dari silang pendapat 

diantara para aktor mengenai arah tindakan yang akan ditempuh oleh 

pemerintah. Isu kebijakan ada karena telah terjadi konflik atau “perbedaan 
persepsi” diantara para aktor atau suatu situasi problematik yang dihadapi 
oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu. Pengambil keputusan tidak 

menunggu sampai muncul tuntutan nyata dari publik. 

Secara sistematis dapat menangani peristiwa dalam masyarakat beserta 

segala efeknya dan memasukannya dalam agenda kebijakan. Sisi negatifnya 

adalah beban pemerintah menjadi sangat tinggi. Pemerintah terpaksa fokus 

pada salah satu tuntutan yang dilakukan oleh publik. Kegiatan individu atau 

kelompok lain berarti akses ke partisipasi dalam definisi masalah, akses ke 

partisipasi untuk mengatur dukungan masalah, dan akses ke prioritas yang 



 

 

 

BAB 8 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

 
A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

Implementasi adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan 

terwujudnya suatu gagasan. Seseorang atau pelaku pemerintahan harus 

menerapkan atau mengimplementasikan suatu ide agar tercapainya suatu 

tujuan yang telah ditentukan. Implementasi merupakan proses yang 

ditempuh atau dilaksanakan diberbagai bidang tanpa adanya batasan apapun. 

Oleh karena itu dalam mengimplementasikan suatu program, maka perlu 

adanya kesiapan atas semua keperluan di lapangan. Implementasi sering 

diremehkan, dianggap hanya pelaksanaan dari program-program yang telah 

ditetapkan oleh para pembuat keputusan, seolah- olah tahapan ini kurang 

berpengaruh. Implementasi kebijakan dianggap penting dan harus dilakukan. 

Seperti yang kita ketahui kebijakan tidak akan memberikan dampak apapun 

tanpa adanya penerapan atau pelaksanaan. Kebijakan hanya sebagai 

dokumen atau program yang tidak bermakna bagi kehidupan. Suatu 

kebijakan yang dinilai baik dan tepat pun tidak akan memberikan perubahan 

apapun bila tidak diimplementasikan. 

 Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. 

Implementasi kebijakan merupakan sebuah aktivitas dalam menjalankan atau 

melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi suatu 

kebijakan memiliki peranan yang penting bagi jalannya proses pemerintahan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

 

1. Definisi Implementasi Kebijakan 

Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang di 

dalamnya berisi tentang Langkah-langkah dan proses kegiatan. Dalam hal ini 

implementasi memiliki peranan yang penting dalam proses kebijakan dan 

dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tingkat keberhasilan dari suatu 

program dapat ditinjau dari seberapa maksimal implementasi kebijakannya. 



 

 

 

BAB 9 

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 

 
A. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 

Evaluasi pada dasarnya adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

program yang dilaksanakan yang akan digunakan untuk memprediksi, 

menghitung dan memantau pelaksanaan program di masa yang akan datang 

agar jauh lebih baik. Dengan demikian, evaluasi lebih melihat ke depan 

daripada kesalahan masa lalu, dan diarahkan untuk meningkatkan peluang 

keberhasilan program. Evaluasi adalah upaya untuk mengukur dan 

mengevaluasi secara objektif pencapaian hasil yang direncanakan. Hasil 

evaluasi dimaksudkan sebagai umpan balik terhadap perencanaan yang akan 

dilakukan di masa yang akan datang (Yusuf, 2000). 

Istilah evaluasi memiliki arti terkait, yang masing-masing mengacu pada 

penerapan berbagai ukuran nilai pada hasil kebijakan dan program. Secara 

umum, istilah ‘evaluasi’ disamakan dengan evaluasi, penilaian, dan perkiraan 
kata-kata yang menyatakan upaya menganalisis hasil kebijakan dalam satuan 

nilai. Dalam pengertian yang lebih spesifik, evaluasi berkaitan dengan 

menghasilkan informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Ketika 

hasil kebijakan memiliki nilai dalam kenyataan, itu karena berkontribusi pada 

tujuan atau sasaran, dalam hal ini kebijakan atau program dikatakan telah 

mencapai tingkat kinerja yang berarti, yang berarti bahwa masalah kebijakan 

telah diselesaikan. diklarifikasi atau diselesaikan (Dunn, 2000). 

Tidak ada kebijakan publik yang dapat dikeluarkan tanpa evaluasi. 

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan publik dalam 

mempertanggungjawabkannya kepada publik guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui gap antara harapan 

dan kenyataan. Outcome dari kebijakan dikatakan memiliki nilai karena 

outcome tersebut memberikan kontribusi terhadap tujuan atau sasaran, 

dengan kata lain kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat 



 

 

 

BAB 10 

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  

PROSES KEBIJAKAN PUBLIK 

 
A. MEMAHAMI PERAN MASYARAKAT 

Teori peran adalah teori yang digunakan dalam sosiologi, psikologi, dan 

antropologi dan merupakan campuran dari berbagai teori, pendekatan, dan 

disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah ‘peran’ yang umum 
digunakan dalam dunia teater, dimana dalam teater seorang aktor harus 

memainkan karakter tertentu dan dalam posisinya sebagai karakter 

diharapkan untuk bertindak dengan cara tertentu. Kedudukan aktor dalam 

teater sama dengan kedudukan individu dalam masyarakat, dan keduanya 

mempunyai kedudukan yang sama. 

Peran didefinisikan sebagai karakterisasi yang dilakukan aktor dalam 

sebuah drama, yang didefinisikan dalam konteks sosial sebagai fungsi yang 

dilakukan seseorang ketika dia memegang posisi dalam struktur sosial. Peran 

seorang aktor adalah batas yang ditetapkan oleh aktor lain, yang kebetulan 

berada dalam kinerja/akting peran yang sama. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori 

yang berbicara tentang sikap dan perilaku seseorang yang diharapkan tidak 

berdiri sendiri, tetapi selalu dalam kaitannya dengan kehadiran orang lain 

yang berhubungan dengan seseorang atau aktor. Aktor menjadi sadar akan 

struktur sosial yang ditempatinya, sehingga aktor selalu berusaha tampil 

“berkualitas” dan dipersepsikan oleh aktor lain “tidak menyimpang” dari 
sistem ekspektasi yang ada di masyarakat (Wirawan, 2015). 

Peran adalah aspek dinamis dari suatu pekerjaan atau prestise, seseorang 

yang telah melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah memenuhi suatu 

peran. Peran menurut Kozier Barbara adalah seperangkat perilaku yang 

diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan posisinya 

dalam sistem. Peran menunjukkan fungsi modifikasi, dan sebagai proses. 

Peran yang dimiliki seseorang meliputi tiga hal, antara lain: 
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